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Perihal : Perwujudan Good Governance dalam

Pelayanan Direktorat Jenderal Anggaran
Kepada Kementerian Negara/Lembaga

Kepada Yth ;

Panitera Mahkamah Agung RI

Para Direktur Jenderal pada Mahkamah Agung RI
Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI

Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia
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Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
Nomor : SE-14/AG/2008 tentang Perwujudan Good Governance dalam pelayanan Direktorat
Jenderal Anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini dimintakan bantuan
Saudara untuk menginformasikan Surat Edaran tersebut (terlampir) kepada para Kuasa
Pengguna Anggaran dan para Pejabat pengelola DIPA pada Satuan Kerja masing - masing untuk
dipedomani. ’ :

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SUBAGYO
Nip. 220 000 323

Tembusan Yth ;

Ketua Mahkamah Agung RI

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI
Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI
Sekretaris Mahkamah Agung RI
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Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon |
Kementerian Negara/Lembaga

SURAT EDARAN
Nomor : SE-14 /AG/2008

TENTANG

PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEPADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Kementerian
Negara/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran telah melengkapi Standard
Operating Procedures (SOP) berkaitan dengan pelayanan tersebut. Disamping
itu,  selurun  pejabat/pegawai  Direktorat Jenderal  Anggaran telah
menandatangani pakta integritas yang berisi untuk tidak melakukan KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menciptakan iklim
yang kondusif bagi terciptanya good governance dalam memberikan pelayanan
kepada Kementerian Negara/Lembaga, maka kami mengharapkan bantuan
Saudara agar tidak memberikan/menutup kesempatan kepada pejabat/pegawai
Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan
terjadinya KKN.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima

kasih.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2008
’Direktur Jenderal Anggaran,
Tembusan:

Menteri Keuangan.



